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RINGKASAN 

 

Penelitian ini mengkaji kedudukan prosedur rapat pleno dalam pengambilan 

keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta akibat hukum apabila 

keputusan administrasi diambil tanpa melalui mekanisme rapat pleno sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Permasalahan penelitian 

muncul karena meskipun PKPU telah mengatur rapat pleno sebagai forum tertinggi 

pengambilan keputusan, belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengenai 

akibat hukum apabila prosedur tersebut dilanggar. Kondisi tersebut menimbulkan 

kekaburan norma yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum terhadap 

status keputusan administrasi yang dihasilkan. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian 

preskriptif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rapat pleno bukan sekadar mekanisme 

administratif internal, melainkan merupakan prosedur hukum administrasi yang 

menjadi bagian dari penggunaan kewenangan KPU berdasarkan prinsip legalitas, 

prinsip kolektif kolegial, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh 

karena itu, setiap pengambilan keputusan administrasi pada prinsipnya wajib 

melalui mekanisme rapat pleno sesuai ketentuan PKPU. Penelitian ini juga 

menemukan bahwa pengambilan keputusan tanpa melalui rapat pleno merupakan 

pelanggaran terhadap prosedur administrasi yang berpotensi menimbulkan cacat 

prosedural dan mengurangi kepastian hukum. Namun demikian, karena PKPU 

belum mengatur secara eksplisit akibat hukum atas pelanggaran tersebut, tidak 

terdapat dasar hukum yang secara otomatis menyatakan keputusan tersebut batal, 

batal demi hukum, ataupun dapat dibatalkan. Oleh sebab itu, diperlukan 

penyempurnaan pengaturan dalam PKPU yang secara tegas mengatur akibat hukum 

atas pelanggaran prosedur rapat pleno guna menjamin kepastian hukum, 

akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan pemilu. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan prosedur rapat pleno dalam 

pengambilan keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta menganalisis 

akibat hukum terhadap pengambilan keputusan yang tidak melalui prosedur rapat 

pleno sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan yang secara tegas mengenai akibat 

hukum atas pelanggaran prosedur rapat pleno sehingga menimbulkan kekaburan 

norma dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam pembentukan 

keputusan administrasi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe 

penelitian preskriptif serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi 

kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran 

hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rapat pleno merupakan forum 

tertinggi dalam pengambilan keputusan KPU sekaligus bagian dari prosedur hukum 

administrasi yang wajib dilaksanakan sebagai perwujudan prinsip legalitas, prinsip 

kolektif kolegial, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pengambilan 

keputusan tanpa melalui rapat pleno merupakan pelanggaran terhadap prosedur 

administrasi yang berpotensi menimbulkan cacat prosedural serta mengurangi 

kepastian hukum. Akan tetapi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum belum mengatur 

secara tegas mengenai akibat hukum terhadap keputusan yang diambil tanpa 

melalui prosedur rapat pleno sehingga tidak terdapat dasar normatif untuk 

menyatakan keputusan tersebut secara otomatis batal, batal demi hukum, ataupun 

dapat dibatalkan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan dalam 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang secara eksplisit mengatur akibat hukum 

atas pelanggaran prosedur rapat pleno guna menjamin kepastian hukum, 

akuntabilitas, dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. 

Kata kunci: Rapat Pleno KPU, Prosedur Administrasi, Akibat Hukum. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the position of the plenary meeting procedure in 

decision-making by the General Election Commission (Komisi Pemilihan 

Umum/KPU) and to examine the legal consequences of decisions made without 

complying with the plenary meeting procedure as stipulated in the General Election 

Commission Regulations. This research is motivated by the absence of explicit 

legal provisions governing the legal consequences of violations of the plenary 

meeting procedure, resulting in normative ambiguity and potentially creating legal 

uncertainty in the issuance of administrative decisions. 

This study employs normative legal research with a prescriptive research type, 

using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal 

materials were collected through library research and analyzed qualitatively using 

legal reasoning methods. The findings demonstrate that the plenary meeting 

constitutes the highest forum for decision-making within the KPU and forms an 

integral part of administrative legal procedures that must be observed as an 

implementation of the principles of legality, collegial decision-making, and the 

General Principles of Good Governance. Decisions made without following the 

plenary meeting procedure constitute a violation of administrative procedures that 

may result in procedural defects and diminish legal certainty. However, the General 

Election Commission Regulations do not expressly regulate the legal consequences 

of decisions adopted without compliance with the plenary meeting procedure. 

Consequently, there is no normative basis for declaring such decisions 

automatically null and void, void by operation of law, or voidable. Therefore, it is 

necessary to amend the General Election Commission Regulations by explicitly 

regulating the legal consequences of violations of the plenary meeting procedure in 

order to ensure legal certainty, accountability, and the implementation of 

democratic elections. 

Keywords: KPU Plenary Meeting, Administrative Procedure, Legal Consequences.  
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